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Donggala
Raih WTP

Hadjar Modjo: WTP
Hasil Kerja Keras Semua
Pihak di Pemda Donggala

PALU, PE - Laporan Keuangan Pemerintah Dae-
rah (LKPD) Kabupaten Donggala tahun anggaran
2013 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Kantor Perwakilan Sulteng.

Senin, 26 Mei 2014 Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) LKPD tersebut diterima Bupati Donggala
Drs Kasman Lassa, SH dan Ketua DPRD Donggala
Ahmad Mardjanu SH di kantor BPK RI Perwakilan
SultengdiJalan Moh. Yamin Palu. Selain Kabupaten
Donggala, LKPD Kabupaten Tojo Unauna, Banggai
dan Kabupaten Banggai Kepulauan juga mendapat
opini WTP dari auditor BPK RI.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulteng Bayu
Subarthapadakesempatantersebutmengemukakan
LKPDmerupakanperwujudanpertanggungjawaban
kepaladaerahataspelaksanaan Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah (APBD). LKPD terdiri dari
laporanrealisasianggaran, neraca,laporanaruskas,
dan catatan atas laporan keuangan serta dilampi-
ri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

LKPD yang akuntabel kata Bayu Subartha meru-
pakan tuntutan pertanggungjawaban dalam setiap
kegiatan pemerintah daerah, sekaligus merupak-
an indicator kredibilitas pemerintah daerah yang
mencerminkan transparansidanakuntabilitas pen-
gelolaankeuangan daerah sehinggabermanfaatbagi
para pemangku kepentingan (stakeholders).

Menurut Bayu Subartha, pemeriksaan LKPD
dilakukan untuk memberikan keyakinan apakah
pemerintah daerah telah menyajikan secara wajar

semuaakun di dalam LKPD tahun 2013, sesuai prin-
sipakutansiyangditetapkan dalamstandar akutan-
si pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatu-
hanterhadap peraturan perundang-undanganyang
berlaku dan efektivitas pengendalian intern pemer-
intah. ?Hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Dong-
gala, Tojo Unauna, Banggai dan Banggai Kepulau-
an tahun 2013 menunjukkan bahwa dalam penyu-
sunan LKPD masih terdapat kelemahan dalam im-
plementasi system pengendalian intern dan ketida-
kpatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Dari hasil pemeriksaan LKPD tahun 2013 urai
Bayu Subartha menunjukkan bahwa Pemda Dong-
gala, Touna, Banggai dan Banggai Kepulauan telah
melakukan' tindak lanjut rekomendasi temuan-
temuan pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran
2012 dan tahun-tahun sebelumnya. ?Terhadap
temuan-temuan atas LKPD tahun 2013 tidak sig-
nifikanmempengaruhipenyajian LKPD tahun2013.
Maka menurut pendapat BPK neracaPemda Dong-
gala, Touna, Banggai dan Bangkep tahun 2013, lapo-
ranrealisasianggaran, laporan aruskas, dancatatan
ataslaporan keuangan telah menyajikan secarawa-
jar sesuai standar akutansi pemerintah atau den-
gan kata lain BPK memberikan opini WTP,? tegas
Bayu Subartha. Sementara itu Ketua Elektronik Au-
dit(e-Audit) Pemerintah Kabupaten Donggala Had-
jar Modjo, SE yang dihubungi Palu Ekspres Selasa,
27 Mei 2014 mengemukakan keberhasilan Pemda
Donggala meraih opini WTP merupakan hasil kerja
keras semua pihak, termasuk Satuan Kerja Perang-
katDaerah (SKPD) dilingkungan PemdaKabupaten
Donggala. Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten
Donggalaituoptimistis padatahun2014mendatang
LKPD Kabupaten Donggalakembalimendapatopi-
ni WTP dari auditor BPK.(fal)
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




